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KATA PENGANTAR

Penegakan hukum lingkungan di
Indonesia memang masih memprihatinkan,
banyak kasus lingkungan masih diselesaikan
secara reaktif dan parsial, belum dilakukan secara
komprehensif. Persoalan lingkungan tidak dapat
dipandang dari satu sudut manusianya saja,
melainkan kita mesti juga memberikan apresiasi
bagi lingkungan itu sendiri, dimana manusia
merupakan bagian kecil dari lingkungan itu
sendiri, sehingga apabila manusia mempersoalkan
lingkungan maka manusia merupakan korban
dari perbuatan manusia itu sendiri, oleh
karenanya perencanaan sudah menjadi
keharusan dalam menjalankan kehidupan
bersama dengan lingkungan tersebut.

Amdal dalam hukum Amerika merupakan
bagian dari sistem perencanaan, dengan
demikian maka Amdal seharusnya dapat mem-
berikan landasan bagi pengelolaan kegiatan dan
lingkungan. Persoalannya adalah tidak semua
stake holder memberikan persepsi yang sama
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,
oleh karena itu diperlukan penegasan mengenai
sistem hukum yang lebih kuat dalam melihat
prospektif Amdal kedepan. Sebagai “scientific
prediction”, Amdal memberikan gambaran yang



vi

jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan
dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh
sebuah kegiatan. Amdal seharusnya ditempatkan
pada posisi yang strategis dalam upaya
memberikan perlindungan preventif dalam
perizinan suatu kegiatan yang berwawasan
lingkungan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup: bahwa yang
dimaksud dengan Amdal adalah hasil studi
mengenai dampak suatu kegiatan yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
yang berkenaan dengan kegiatan tersebut, Amdal
tersebut diperlukan karena berkaitan dengan
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang — undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup yang mengatakan “ Setiap
orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar
dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan
hidup.

Pemberian informasi yang benar dan
akurat mengenai pengelolaan lingkungan
hidup untuk menopang pembangunan yang
berkesinambungan dicantumkan dalam setiap
izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,
dengan demikian UU 23 Tahun 1997 tidak me-
nambahkan lagi izin lingkungan (Anellieu
Vergunning) kedalam sistem perizinan, tetapi telah



vii

memandang cukup bagi suatu perlindungan
dengan dicantumkannya persyaratan se-
bagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 6
ayat (2) UU 23 tahun 1997. Sebagai sebuah
persyaratan, dokumen Amdal harus memenuhi
ketentuan-ketentuan hukum agar memiliki
kekuatan dalam rangka upaya penegakan hukum
lingkungan dalam menjaga perannya sebagai
penjamin kesinambungan pembangunan ber-
kelanjutan. Dengan demikian maka dokumen
Amdal sebagai sebuah dokumen hukum yang
berkaitan hukum dengan informasi, prinsip-
prinsip ilmiah dan keahlian dapat berfungsi
sebagai alat ukur yang dominan dalam proses
pembuktian

Daud Silalahi menegaskan bahwa masalah
lingkungan terutama disebabkan oleh per-
kembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta
dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut
memberikan wawasan baru dalam sistem hukum
lingkungan bahwa Amdal sebagai analisis
keilmuan, mengenai prediksi terhadap lingkungan.
Amdal suatu kegiatan dan atau suatu usaha yang
disertai dengan pengendalian dampak, me-
rupakan “scientific evidence” yang memberikan
deskripsi tentang kegiatan dan atau usaha yang
layak dan tidak layak secara ekologis serta
pengukuran perbuatan yang selayaknya harus
dilakukan “scientific verification”

Sebagai sebuah kajian ilmiah yang di-
gunakan sebagai alat ukur, dokumen Amdal
adalah sebuah dokumen pernyataan kehendak
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dari pemrakarsa kegiatan / usaha untuk
senantiasa berupaya melakukan kegiatan /
usaha, mulai dari tahap perencanaan, tahap pe-
laksanaan sampai tahap akhir suatu kegiatan,
dengan tujuan agar dampak negatif yang timbul
dari kegiatan / usaha tersebut dapat terdeteksi
sedini mungkin dan dapat dikelola menurut
kepatutan sesuai dengan analisis Amdal agar
tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,
oleh karena itu Amdal adalah suatu pernyataan
kehendak yang mempunyai akibat hukum bagi
pemrakarsa kegiatan / usaha, apabila ternyata
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemrakarsa
kegiatan / usaha lalai atau sengaja untuk tidak
melakukan pengelolaan dampak kegiatan /
usahanya tersebut sehingga menimbulkan
pencemaran lingkungan .

Akibat hukum bagi pemrakarsa yang tidak
melaksanakan atau lalai menjalankan kewajiban
tersebut sepatutnya dapat dijatuhi sanksi.
Pengertian sanksi dalam konteks hukum disini
tidak sepenuhnya jatuh dalam rejim hukum
konvensional, akan tetapi harus memenuhi
konsep hukum Amdal yang didukung oleh
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah.
Dengan menggunakan konsep hukum Amdal
sebagai “scientific evidence”, maka penerapan
sanksi dapat diputuskan dengan 3 macam sanksi
yaitu : Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan
Sanksi Pidana.

Penulisan buku ini juga dimaksudkan
dalam rangka upaya hukum yang berkaitan
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dengan alternatif pembuktian dalam pe-
nyelesaian sengketa lingkungan yang oleh
UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 telah diatur dengan
pembuktian terbalik dimana yang dituduh me-
lakukan pencemaran, wajib membuktikan bahwa
ia tidak berbuat, akan tetapi pelaksanaannya
masih mengalami kesulitan karena prosedur
pembuktian yang ditawarkan belum ada
ketentuan baku yang resmi.

Penulis mengucapkan terima kasih atas
segala bantuan kepada semua pihak yang
memberikan peluang bagi penulis untuk
menerbitkan buku ini, semoga buku ini dpat
memberikan inspirasi bagi perkembangan hukum
lingkungan dimasa yang akan datang. Amien.

Surabaya, Medio Januari 2009
Taufik Iman Santoso
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()mqe&'fmm lingkungan dapat diaxtifian sebagai upaya secara

J sadax dafam vangha memelihara, melestarikan dan
memperbaifi mutu Clingkungan agar febutuhan dasax

mamwia dapat texpenuhi dengan  sebaif-baifnya. Honsep mengenai
pengelolaan linghungan ini sebenavnya bukantah hal yang baw, ia sudah

tumbuh bexsamaan dengan pedumbuhan budaya manusia itu sendini, akan

tetapi pevsepsi setiap evang tevhadap pengelolaan felestavian Cinghungan

sangat oubyehtif, sehingga sevinghali menimbulfan pedentangan melifiat
bagaimana kepentingannya.

Fengelolaan linghungan tidak bisa dilepaskan daxi sistem (mdal.
Oleh harena itwe, Amdal haws dipandang sebagai wawasan baue dabam sistem
fubum linghungan dan Amdal haws dijadifan sebagai analisis keilmuan,
mengenai predifisitevhadap perscalan linghungan.
Secara spesifift hegiatan (mdal mewpakan sebuak kegiatan dan ataw suatu
wsaha yang disextai dengan pengendalian dampak (scientific evidence) yang
membexifian desfuipsi tentang fegiatan dan atau wsaha yang layak dan tidak
lagak secara eholegis sevta pengubunan pedbuatan yany selayaknya haus
dilafufan (scientific vexification ).
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